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           Perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah berlangsungnya tidak boleh dilakukan oleh 
suami istri, sebab pada prinsipnya perjanjian perkawinan hanya dapat dilaksanakan pada waktu 
atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat 
mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana 
isinya berlaku juga terhadap pihak ke tiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Namun, setelah 
adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-XIII/2015, prinsip perkawinan tersebut tidak 
berlaku, dan yang berlaku adalah perjanjian perkawinan dapat dilakukan bebas waktu oleh suami 
istri dan bisa berkaitan dengan perjanjian perkawinan mengenai penggunaan harta bersama, 
termasuk digunakan untuk modal pendirian perseroan terbatas. 
        Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri dalam mendirikan perseroan terbatas 
tidak terdapat adanya larangan, karena pendirian perseroan terbatas merupakan akumulasi modal 
yang didirikan berdasarkan perjanjian di mana masing-masing pihak wajib menyetorkan modal 
ke dalam perseroan terbatas. Modal yang disetorkan harus dipisahkan dari harta kekayaan 
pendirinya karena modal yang disetorkan merupakan harta kekayaan perseroan terbatas.  Suami 
istri sebagai pemegang saham, yang masing-masing mimiliki nominal saham, dan saham tersebut 
tidak diperbolehkan hanya milik 1 (satu) orang, Sebab apabila pemegang saham menjadi kurang 
dari 2 (dua) orang sejak waktu paling lama 6 (enam) bulan, maka pemegang saham bertanggung 
jawab secara pribadi atas segala kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang 
berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan terbatas. 
 




 Marriage agreements made after the marriage shall not take place, because in principle 
marriage agreement can only be held at the time or before the marriage takes place by both 
parties of mutual interest may be held written agreement authorized by the marriage registry 
officer after which the same applies to the third party as long as he/she is involved. However, 
after the Constitutional Court (MKRI) Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015, the principle of 
marriage is not applicable, and the marriage agreement may be made free by husband and wife 
and may relate to a marriage agreement on the use of common property, including for the use of 
capital in the establishment of a limited liability company. 
 Marriage agreements made by husband and wife in establishing a limited liability 
company are allowed, since the establishment of a limited liability company is an accumulation 
of capital established under an agreement in which each party is required to deposit capital into 
the limited liability company. The paid capital must be separated from the personal property of 
its founder as the paid-up capital is a property of the limited liability company. Husband and 
wife as shareholders, each of whom holds a nominal share, and the shares are not allowed to be 
held only by 1 (one) person, because if the shareholder is less than 2 (two) person within 6 (six) 
months, then the shareholder is personally liable for any loss of the company and upon the 
request of the interested party, the court of the country may dissolve the company. 
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     a. Perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah berlangsungnya tidak boleh 
dilakukan oleh suami istri, sebab pada prinsipnya perjanjian perkawinan 
hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan 
dilangsungkan kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat 
mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat 
perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ke tiga 
sepanjang pihak ketiga tersangkut. Namun, setelah adanya putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, prinsip perkawinan 
tersebut tidak berlaku, dan yang berlaku adalah perjanjian perkawinan dapat 
dilakukan bebas waktu oleh suami istri dan bisa berkaitan dengan perjanjian 
perkawinan mengenai penggunaan harta bersama, termasuk digunakan 
untuk modal pendirian perseroan terbatas. 
     b. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri dalam mendirikan 
perseroan terbatas tidak terdapat adanya larangan, karena pendirian 
perseroan terbatas merupakan akumulasi modal yang didirikan berdasarkan 
perjanjian di mana masing-masing pihak wajib menyetorkan modal ke 
dalam perseroan terbatas. Modal yang disetorkan harus dipisahkan dari 
harta kekayaan pendirinya karena modal yang disetorkan merupakan harta 
kekayaan perseroan terbatas.  Suami istri sebagai pemegang saham, yang 
masing-masing mimiliki nominal saham, dan saham tersebut tidak 
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diperbolehkan hanya milik 1 (satu) orang, Sebab apabila pemegang saham 
menjadi kurang dari 2 (dua) orang sejak waktu paling lama 6 (enam) bulan, 
maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala 
kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, 
pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan terbatas. 
B. Saran 
    a. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 diharapkan 
untuk ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan terhadap undang-
undang perkawinan yang ada sekarang. Hal tersebut perlu dilakukan karena 
undang-undang perkawinan yang berlaku sekarang tidak menjamin adanya 
kepastian hukum dan tidak sesuai dengan perkembangan yang ada 
    b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perlu disosiali-
sasikan kepada para notaries, agar dalam membuat perjanjian perkawinan 
tidak menolak suami istri yang akan mengadakan perjanjian pendirian 
perseroan terbatas. Hal ini perlu dilakukan kemungkinan terdapat notaries 
yang belum mengetahui terhadap putusan tersebut, karena kemungkinan 
suami istri akan membuat usaha dengan menggunakan harta bersama 
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